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VISI DAN MISI 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA 

 

VISI 

"Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia 

pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai 

Kristiani dan Pancasila." 

MISI 

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan 

mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang perkembangan ilmu hukum 

melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner, dan transnasional sesuai dengan 

aturan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.  

2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa 

menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku 

yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. 

3. Mengembangkan pengetahuan umum, yang berwawasan nasional dan 

internasional. 

4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam 

ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya. 

5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi 

dalam bidang hukum. 

6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan 

kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia. 

7. Membina hubungan kerja sama dengan praktisi hukum dan instansi 

penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, 

Lembaga -lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu 

hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
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Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang berdampak serius 

terhadap keuangan negara dan penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu 

unsur utama dalam delik tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian 

keuangan negara, sehingga penegakan hukum terhadap korupsi menuntut 

mekanisme yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan untuk 

mengidentifikasi unsur tersebut. Dalam praktik, laporan audit Badan 

Pemeriksa Keuangan sering digunakan sebagai dasar awal untuk menilai 

adanya indikasi kerugian keuangan negara, namun kedudukan dan kekuatan 

hukumnya dalam proses pidana masih menimbulkan perdebatan yuridis. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan laporan audit 

sebagai bukti permulaan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi serta 

mengkaji hambatan dan permasalahan yuridis dalam penggunaannya. Metode 
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terhadap ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana, termasuk 

pengaturan dalam KUHP Nasional dan KUHAP Baru, serta doktrin dan 

praktik peradilan yang relevan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan audit secara konseptual 

dan yuridis patut diharapkan sebagai bukti permulaan karena unsur kerugian 

keuangan negara hanya dapat diidentifikasi secara objektif melalui 

mekanisme audit yang sah. Namun demikian, laporan audit tidak dapat 

diposisikan sebagai bukti penentu, melainkan harus dikonstruksikan bersama 

alat bukti lain yang sah dalam sistem pembuktian pidana. Penempatan laporan 
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